
BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI 
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, 
PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU 

ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SINJAI,

M enim bang : a. bahw a dalam  ran g k a  efektifitas p en y u su n an
dokum en Perjanjian Kinerja, dokum en Laporan 
Kinerja In stan si Pem erin tah  K abupaten  Sinjai dan  
dokum en Reviu a ta s  Laporan Kinerja In stansi 
Pem erintah K abupaten  Sinjai, m aka  perlu  
d ite tapkan  p e tu n ju k  tekn is p en y u su n an  dokum en 
d im aksud ;

b. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana 
d im aksud  dalam  h u ru f  a, perlu  m enetapkan  
P era tu ran  B upati ten tan g  P e tun juk  Teknis 
P enyusunan  Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 
dan  T ata  C ara Reviu A tas Laporan Kinerja In stansi 
Pem erintah K abupaten  Sinjai;

M engingat : 1. U ndang-U ndang Nomor 29 T ahun  1959 ten tang
Pem bentukan  D aerah Tingkat II di Sulaw esi 
(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  1959 
Nomor 74, T am bahan  Lem baran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 1822);

2. U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun  2011 ten tang  
Pem ben tukan  P era tu ran  P e rundang -undangan  
(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2011 
Nomor 82, T am bahan  Lem baran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5234), sebagaim ana  telah  d iubah  
dengan U ndang-U ndang Nomor 15 T ahun  2019 
ten tan g  P erubahan  A tas U ndang-U ndang Nomor 
12 T ahun  2011 ten tan g  P em ben tukan  P era tu ran  
P erundang -undangan  (Lem baran Negara Republik 
Indonesia  T ahun  2019 Nomor 183, T am bahan  
Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 6398);
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Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam bahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaim ana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pem erintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887), sebagaim ana telah diubah dengan 
Peraturan Pem erintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tam bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan A paratur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 
tentang Petunjuk Teknis Peijanjian Kineija, 
Pelaporan Kineija dan ta ta  Cara Reviu Atas laporan 
Kineija Instansi Pem erintah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 ten tang  Pem bentukan Produk H ukum  D aerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036), sebagaim ana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 ten tang  Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pem bentukan Produk Hukum  D aerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pem bentukan dan  S usunan  Perangkat D aerah 
(Lembaran D aerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 
Nomor 5, Tam bahan Lembaran Daerah K abupaten 
Sinjai Nomor 93), sebagaim ana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 
ten tang  Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 
Tahun 2016 ten tang  Pem bentukan dan S usunan  
Perangkat D aerah (Lembaran Daerah K abupaten 
Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tam bahan Lembaran 
D aerah K abupaten Sinjai Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

PERATURAH BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN
KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
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BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dim aksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sinjai.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang terdiri 

atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
Inspektorat Daerah, Dinas, Badan dan Kecamatan yang bertugas 
membantu Bupati dalam meny elen ggarakan Pemerintahan dan 
bertanggungjawab kepada Bupati.

5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat SAKIP adalah rangkaian sistem atik dari berbagai aktivitas, 
alat dan prosedur yang dirancang u n tu k  tu juan  penetapan dan 
pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian dan pelaporan 
kineija pada instansi pem erintah dalam rangka pertanggungjawaban 
dan peningkatan kineija instansi pemerintah.

6. Kineija adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program  yang telah atau  
hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan 
kuantitas dan kualitas terukur.

7. Keluaran (output adalah barang atau  ja sa  yang dihasilkan oleh 
kegiatan yang dilaksanakan un tuk  m endukung pencapaian sasaran  
dan tu juan  program dan kebijakan.

8. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu  yang mencerm inkan 
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu  program.

9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu  atau  
beberapa unit keija pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari 
pencapaian sasaran terukur pada suatu  program dan terdiri dari 
sekum pulan tindakan pengerahan sum ber daya baik yang berupa 
persomi (sumber daya manusia), barang modal term asuk peralatan 
dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau  kesem ua jen is 
sum ber daya tersebut sebagai m asukan (input) un tuk  menghasilkan 
keluaran (output/ dalam bentuk barang/jasa.

10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk 
upaya yang berisi satu  a tau  beberapa kegiatan dengan menggunakan 
sum ber daya yang disediakan un tuk  mencapai hasil yang terukur 
sesuai dengan misi Perangkat Daerah.

11. Indikator Kineija adalah ukuran  keberhasilan yang akan dicapai dari 
program dan kegiatan yang telah direncanakan.

12. Indikator Kineija Program adalah ukuran  a tas hasil (outcome) dari 
suatu  program yang m erupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

13. Indikator Kineija Kegiatan adalah ukuran  atas' keluaran (output) dari 
suatu  kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kineija 
Program.

14. Indikator Kineija Utama adalah ukuran keberhasilal organisasi dalam 
mencapai tujuan dan m erupakan ikhtisar hasil berbagai program dan 
kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

15. Laporan Kineija adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan 
lengkap tentang capaian kineija yang disusun berdasarkan rencana 
keija yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah.
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16. Peijanjian Kineija adalah lem bar/dokum en yang berisikan penugasan 
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi 
yang lenih rendah un tuk  m elaksanakan program /kegiatan yang 
disertai dengan Indikator Kinerja.

17. Target adalah hasil yang diharapkan dari suatu  program atau 
keluaran yang diharapkan dari suatu  kegiatan.

18. Akuntabilitas kineija adalah perwujudan kewajiban suatu  instansi 
pemerintah un tuk  mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan 
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diam anatkan para 
pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara 
terukur dengan sasaran /ta rg e t kinerja yang telah ditetapkan melalui 
laporan kineija instansi pem erintah yang d isusun  seGara periodik.

19. Entitas Akuntabilitas Kineija Perangkat Daerah adalah u n it instansi 
pemerintah daerah selaku pengguna/kuasa  pengguna anggaran yang 
m elakukan pencatatan, pengolahan dan pelaporan data  kineija.

20. Rencana Keija dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah 
yang m erupakan penjabaran dari Rencana Keija Pemerintah Daerah 
dan Rencana Keija Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu  
tah u n  anggaran serta anggaran yang diperlukan u n tu k
m elaksanakannya.

21. Sistem Akuntansi Pemerintah adalah rangkaian sistem atik dari 
prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain u n tu k  
m ewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sam pai dengan 
pelaporan keuangan di lingkungan instansi pem erintah.

22. Reviu adalah penelaahan a tas  laporan kineija u n tu k  m em astikan 
bahw a laporan kineija telah menyajikan informasi k ineija  yang andai, 
aku ra t dan berkualitas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
a. pedoman bagi Pem erintah Daerah dalam m enyusun Peijanjian 

Kineija dan Pelaporan Kinerja; dan
b. pedoman bagi Inspektorat dalam  m elakukan reviu a ta s  Laporan 

Kineija Kabupaten.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
a. sebagai wujud nyata komitmen an ta ra  penerim a dan pemberi 

am anah
b. un tu k  m eningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan 

kineija aparatur;
c. memberikan informasi kineija yang te rukur a ta s  kineija yang 

telah dan seharusnya dicapai;
d. memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan 

dan keabsahan data/inform asi kineija Instansi Pem erintah 
sehingga dapat m enghasilkan laporan kinerja yang berkualitas; 
dan

e. sebagai upaya perbaikan berkesinam bungan bagi instansi 
pem erintah un tu k  m eningkatkan kinerja di K abupaten Kupang.
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BAB III
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN 

PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA

Pasal 3

P e tun juk  Teknis P enyusunan  Perjanjian Kinerja te rcan tu m  dalam
Lam piran I yang m eru p ak an  bagian tidak  te rp isah k an  dari P e ra tu ran  
B upati ini.

Pasal 4

P e tun juk  Teknis P enyusunan  Pelaporan Kinerja te rcan tu m  dalam
Lam piran II yang m erupakan  bagian tidak  te rp isah k an  dari P era tu ran  
B upati ini.

BAB IV
TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pasal 5

P e tun juk  Teknis T ata  C ara Reviu a ta s  Pelaporan Kinerja In stan si 
Pem erin tah  te rcan tu m  dalam  Lam piran III yang m eru p ak an  bag ian  tidak  
te rp isah k an  dari P era tu ran  B upati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6

P era tu ran  B upati ini m ulai berlaku  p ad a  tanggal d iundangkan .

Agar setiap  orang  m engetahuinya, m em erin tahkan  pengundangan  
P e ra tu ran  B upati ini dengan p enem patannya  dalam  B erita  D aerah 
K abupaten  Sinjai.

D itetapkan di Sinjai
pada tanggal 04 Jan u a ri 2022

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

D iundangkan di Sinjai 
pada tanggal 04 Jan u a ri 2022

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022 NOMOR 8

S a lin an  S esu a i D engan A slinya

P an g k a t : P e n a ta  T k .I/III.d
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SINJAI 
NOMOR 8 TAHUN 2022 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PENYUSUNAN PERJANJIAN
KINERJA, PELAPORAN KINERJA 
DAN TATA CARA REVIU ATAS 
LAPORAN KINERJA INSTANSI 
PEMERINTAH KABUPATEN
SINJAI

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

A. Pengertian

Perjanjian k inerja  ad a lah  lem b ar/d o k u m en  yang berisikan  penugasan  
dari p im pinan  in s tan s i yang lebih tinggi kepada  p im pinan  in stan s i 
yang lebih ren d ah  u n tu k  m elaksanakan  p rog ram /keg ia tan  yang 
d iserta i dengan ind ikato r kinerja. Melalui perjan jian  kinerja, 
terw ujudlah  kom itm en penerim a am an ah  dan  k esepaka tan  a n ta ra  
penerim a dan  pem beri a m an ah  a ta s  k inerja  te ru k u r  te rten tu  
b e rd asa rk an  tugas, fungsi dan  w ew enang se rta  sum ber daya yang 
tersedia. K inerja yang d isepakati tidak  d ibatasi p ad a  k inerja  yang 
d ihasilkan  a ta s  kegiatan ta h u n  b e rsan g k u tan , te tap i te rm asu k  k inerja  
(outcome) yang se h a ru sn y a  terw ujud  ak ibat kegiatan ta h u n - ta h u n  
sebelum nya. D engan dem ikian target k inerja  yang d iperjan jikan  ju g a  
m encakup  outcome yang d ihasilkan  dari kegiatan  ta h u n - ta h u n  
sebelum nya, sehingga terw ujud  kesinam bungan  k inerja  setiap  
tah u n n y a .

B. T u juan  P enyusunan  Perjanjian Kinerja

1. Sebagai w ujud n y a ta  kom itm en a n ta ra  penerim a dan  pem beri 
am an ah  u n tu k  m eningkatkan  in tegritas, akun tab ilitas , tra n sp a ra n s i 
dan  k inerja  ap a ra tu r.

2. M enciptakan to lak u k u r  k inerja  sebagai d a sa r  evaluasi k inerja  
ap a ra tu r.

3. Sebagai d a sa r  penilaian  keb erh asilan /k eg ag alan  pencapaian  tu ju an  
dan  sa sa ra n  organ isasi dan  sebagai d a sa r pem berian  penghargaan  
dan  sanksi.

4. Sebagai d a sa r  bagi pem beri am an ah  u n tu k  m elakukan  m onitoring, 
evaluasi dan  supervise a ta s  p e rk em b an g an /k em aju an  k inerja  
penerim a am anah .

5. Sebagai d a sa r  dalam  p en etap an  sa sa ra n  k inerja  pegawai.

C. P enyusunan  Perjanjian  Kinerja
1. P ihak yang  m enyusun  Perjanjian Kinerja

a. B upati
Pem erin tah  K abupaten  m enyusun  Perjanjian  Kinerja tingkat 
K abupaten  yang d itan d a tan g an i oleh Bupati.

b. P im pinan Perangkat D aerah
1) Perjanjian Kinerja di tingkat Perangkat D aerah d isu su n  oleh 

Kepala Perangkat D aerah kem udian  d itan d a tan g an i oleh 
B upati dan  Kepala Perangkat D aerah.

2) Perjanjian Kinerja in te rna l Perangkat D aerah d isu su n  secara  
berjenjang oleh A dm inistrator (Eselon III), Pengaw as (Eselon 
IV) dan  J a b a ta n  Fungsional Umum.
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2. W aktu penyusunan Peijanjiaii Kineija
Peijanjian Kinerja d isusun setelah Perangkat Daerah menerima 
dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah 
dokumen anggaran disahkan.

3. Penggunaan Sasaran dan Indikator Peijanjian Kinerja menyajikan 
Indikator Kineija Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang 
u tam a dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan 
indikator lain yang relevan.

D. Format Peijanjian Kinerja

Secara um um  format Perjanjian Kineija (PK) terdiri a tas 2 (dua) bagian, 
yaitu Pernyataan Peijanjian Kineija dan Lampiran Peijanjian Kineija. 
Selain itu harus juga diperhatikan m uatan yang disajikan dalam 
Peijanjian Kinerja tersebut.
1. Pernyataan Perjanjian Kinerja 

Pernyataan Peijanjian Kinerja memuat:
a. Pernyataan un tuk  mewujudkan suatu  kineija pada suatu  tahun 

tertentu;
b. Tanda tengah pihak ydhg berjanji/para pihak yang bersepakat. 
Formulir Peijanjian Kineija dan Lampiran Peijanjian Kineija:
a. Kabupaten terdapat pada Anak Lampiran 1/1
b. Perangkat Daerah

1) Kepala Perangkat Daerah dengan Bupati Sinjai terdapat 
pada Anak Lampiran 1/2;

2) Eselon III dengan Kepala Perangkat Daerah terdapat pada 
Anak Lampiran 1/3;

3) Eselon IV dengan Eselon III terdapat pada Anak Lampiran 
1/4;

4) Pelaksana dengan Eselon IV terdapat pada Anak Lampiran 
1/5;

5) Fungsional dengan Kepala Perangkat Daerah terdapat pada 
Anak Lampiran 1/6;

2. Lampiran Peijanjian Kineija
Lampiran Peijanjian Kineija m erupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dalam dokumen Peijanjian Kineija, informasi yang 
disajikan dalam Lampiran Peijanjian Kineija disesuaikan dengan 
tingkatnya. Bagi Perangkat Daerah yang dalam mencapai 
kineijanya didukung oleh dana dekonsentrasi dan dana dalam 
rangka tugas pem bantuan, harus memberikan keterangan 
(penjelasan) yang cukup mengenai proporsi alokasi dana-dana 
tersebut.

E. Revisi dan Perubahan Peijanjian Kineija

Peijanjian kineija dapat direvisi atau  disesuaikan dalam hai terjadi 
kondisi sebagai berikut:
1. Teijadi pergantian atau m utasi pejabat.
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan 

dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran).
3. Perubahan prioritas atau asum si yang berakibat secara signifika 

dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 
BUPATI SINJAI

ANAK LAMPIRAN l/l

-Logo-
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

Dalam rangka m ewujudkan m anajem en pem erintahan yang efektif, 
transparan  dan akuntabel serta  berorientasi pada hasil, yang bertanda 
tangan di bawah ini:

Nama

Jab a ta n  : Bupati Sinjai

Beijanji akan  m ewujudkan target kinerja tah u n an  sesuai lampiran 
peijanjian ini dalam  rangka m encapai target k ineija jangka menengah 
seperti yang telah ditetapkan dalam  dokum en perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kineija  tersebut menjadi 
tanggung jaw ab kami.

S in ja i,............

Bupati Sinjai,
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LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 
BUPATI SINJAI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN...........
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI

No" Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2)____  ... - (3) — | (4)

1.

Program
..............................  Rp .

Anggaran Keterangan

2. ..............................  Rp -

Sinjai,

Bupati Sinjai,

Penjelasan pengisian lampiran diatas adalah sebagai berikut:
1. Kolom (1) diisi nomor urut;
2. Kolom (2) diisi dengan sasaran  strategis Pemerintah Daerah sesuai 

dengan dokumen RPJMD/IKU daerah;
3. Kolom (3) diisi dengan indikator kineija u tam a/ind ikator sasaran  

strategis/indikator lainnya dari Pemerintah Daerah sesuai dengan 
dokumen Indikator Kinerja Utama Daerah yang telah ditetapkan;

4. Kolom (4) diisi dengan target yang dipeijanjikan akan dicapai dari 
setiap indikator kineija;

5. Program diisi dengan nam a program yang digunakan un tuk  menunjang 
pencapaian indikator sasaran/IKU;

6. Anggaran diisi dengan jum lah atau  nilai anggaran yang digunakan 
untuk mendukung pencapaian indikator sasaran/IKU;

7. Keterangan diisi dengan proporsi sum ber dana (APBD, APBN 
Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan) dan hai penting lainnya.
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 
KEPALA PERANGKAT DAERAH

ANAK LAMPIRAN 1/2

-Logo-
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI

!

$

PERJANJIAN KINERJA TAHUN .............

D alam  rangka m ew ujudkan m anajem en pem erin tahan  yang efektif, 
tra n sp a ran  dan  akun tabel serta  berorien tasi pada hasil, yang b ertanda  
tan g an  di baw ah ini:

Nama :

J a b a ta n  : Kepala (Nama Perangkat D aerah)...

S elan ju tnya d isebu t p ihak  pertam a 

Nama :

J a b a ta n  : B upati Sinjai 

Selanju tnya d iseb u t p ihak  kedua

Pihak p ertam a beijanji ak an  m ew ujudkan ta rge t k inerja  yang seh a ru sn y a  
sesuai lam piran  perjan jian  ini, da lam  ran g k a  m encapai ta rge t k ine ija  
jan g k a  m enengah seperti yang te lah  d ite tapkan  dalam  dokum en 
perencanaan .
K eberhasilan dan  kegagalan pencapaian  target k ine ija  te rseb u t m enjadi 
tanggung jaw ab  kam i.

Pihak kedua ak an  m elakukan  supervise yang d iperlukan  serta  ak an  
m elakukan  evaluasi te rh ad ap  capaian  kinerja  dari peijan jian  ini dan  
m engem bil tin d ak an  yang d iperlukan  dalam  rangka  penghargaan  dan  
sanksi.

Sinjai, ...............

P ihak Kedua, Pihak Pertam a,

....(Nama B upati Sinjai)...



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 
KEPALA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ..........
,..(Nama Perangkat Daerah)... KABUPATEN SINJAI

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) IH
1.
2.

Program Anggaran Keterangan
1 ................................... R p ..........................
2  ................................... R p ..........................

Program Anggaran Keterangan
1 ................................... R p ..........................
2  ................................... R p ..........................

S in ja i,.................................

Bupati Sinjai, Kepala ...(Nama Perangkat
Daerah)...,

....(Nama Bupati Sinjai)...

Penjelasan pengisian lampiran diatas adalah sebagai berikut:
1. Kolom (1) diisi nomor urut;
2. Kolom (2) diisi dengan sasaran  strategis Perangkat Daerah sesuai 

Renstra atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun 
yang bersangkutan;

3. Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja u tam a/ind ikato r sasaran  
strategis dari Perangkat Daerah yang relevan dengan sasaran  atau 
kondisi yang ingin diwujudkan;

4. Kolom (4) diisi dengan target yang diperjanjikan akan dicapai dari 
setiap indikator kineija;

5. Program diisi dengan nam a program yang digunakan yang terkait 
dengan sasaran strategis;

6. Anggaran diisi dengan jum lah atau nilai anggaran yang dialokasikan 
pada program tersebut;

7. Keterangan diisi dengan proporsi sum ber dana (APBD, APBN 
Dekonsentrasi a tau  Tugas Pembantuan) dan hai penting lainnya.
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 
ESELON III

ANAK LAMPIRAN 1/3

-Logo-
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI 

........... (Nama OPD)..............

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

Dalam rangka mewujudkan m anajem en pem erintahan yang efektif, 
transparan  dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda 
tangan di bawah ini:

Nama :

Jab a ta n  : ...(Eselon III)...

Selanjutnya disebut pihak pertam a 

Nama :

Jab a ta n  : Kepala ... (Nama Perangkat Daerah)......

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertam a beijanji akan  m ew ujudkan target kineija yang seharusnya 
sesuai lam piran peijanjian ini, dalam  rangka m encapai target kineija 
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam  dokumen 
perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kineija tersebut menjadi 
tanggung jaw ab kami.

Pihak kedua akan m elakukan supervise yang diperlukan serta akan 
m elakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari peijanjian ini dan 
mengembil tindakan yang diperlukan dalam  rangka penghargaan dan 
sanksi.

Sinjai, ...............

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Kepala ...(Nama Perangkat Daerah)...
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LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 
ESELON III

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 
........ ESELON III................

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) M __________ _J3)_________ (4)
1.
2.

Program Anggaran Keterangan
1 .................................... R p ..........................
2  .................................... R p ..........................

Program Anggaran Keterangan
1 .................................... R p ..........................
2  .................................... R p ..........................

S in jai,..............

Kepala ...(Nama Perangkat Daerah)..., ...(Eselon III)...,

Penjelasan pengisian lampiran diatas adalah sebagai berikut:
1. Kolom (1) diisi nomor urut;
2. Kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Eselon III sesuai Sasaran 

program atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun 
yang bersangkutan;

3. Kolom (3) diisi dengan indikator sasaran strategis dari program yang 
relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;

4. Kolom (4) diisi dengan target yang dipeijanjikan akan dicapai dari
setiap indikator kineija; i

5. Program diisi dengan nama program yang digunakan yang terkait I
dengan sasaran strategis; ;

6. Anggaran diisi dengan jumlah atau nilai anggaran yang dialokasikan j 
pada program tersebut;

7. Keterangan diisi dengan proporsi sumber dana (APBD, APBN j 
Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan) dan hai penting lainnya.
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 
ESELON IV

ANAK LAMPIRAN 1/4

-Logo-
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI 

...........(Nama OPD)..............

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda 
tangan di bawah ini:

Nama

Jabatan  : ...(Eselon IV)...

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama :

Jabatan  : ...(Eselon III)...

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertam a beijanji akan mewujudkan target kineija yang seharusnya 
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kineija 
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen 
perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kineija tersebut menjadi 
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan 
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari peijanjian ini dan 
mengembil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan 
sanksi.

Sinjai,

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
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LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 
ESELON IV

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 
........ ESELON IV................

No Sasaran Strategis Indikator Kineija Target
(1) (2) _________ [3]__________ _______ (4)
1.

2.

Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
1 ....................................  R p ...........................
2  ....................................  R p ...........................

Sub Kegiatan Anggaran Keterangan
1 ....................................  R p ...........................
2  ....................................  R p ...........................

Sinjai, ................................

... (Eselon I I I ) , ... (Eselon IV)...,

Penjelasan pengisian lampiran diatas adalah sebagai berikut:
1. Kolom (1) diisi nomor urut;
2. Kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Eselon IV sesuai Sasaran 

program atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun 
yang bersangkutan;

3. Kolom (3) diisi dengan indikator sasaran strategis dari kegiatan yang 
relevan dengan sasaran atau  kondisi yang ingin diwujudkan;

4. Kolom (4) diisi dengan target yang dipeijanjikan akan dicapai dari 
setiap indikator kineija;

5. Kegiatan diisi dengan nam a kegiatanm yang digunakan yang terkait 
dengan sasaran strategis;

6. Anggaran diisi dengan jum lah atau  nilai anggaran yang dialokasikan 
pada kegiatan tersebut;

7. Keterangan diisi dengan proporsi sum ber dana (APBD, APBN 
Dekonsentrasi a tau  Tugas Pembantuan) dan hai penting lainnya.
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 
PELAKSANA

ANAK LAMPIRAN 1/5

-Logo-
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI 

...........(Nama OPD)..............

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 
transparan  dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda 
tangan di bawah ini:

Nama :

Jab a tan  : ...(Pelaksana)...

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama :

Jab a tan  : ...(Eselon IV /atasan langsung)...

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertam a beijanji akan mewujudkan target kineija yang seharusnya 
sesuai lampiran peijanjian ini, dalam rangka mencapai target kineija 
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen 
perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kineija tersebut menjadi 
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan 
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari peijanjian ini dan 
mengembil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan 
sanksi.

Sinjai,

Pihak Kedua, Pihak Pertama,



- 17 -

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 
PELAKSANA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 
.........PELAKSANA................

S in ja i ,................

... (Eselon IV/ a ta san  langsung), ... (Pelaksana)...,

Penjelasan pengisian lam piran d ia ta s  adalah  sebagai berikut:
1. Kolom (1) diisi nom or u ru t;
2. Kolom (2) diisi dengan sa sa ran  strategis Pelaksana sesua i u ra ia n  tugas 

dalam  analisis ja b a ta n  a ta u  kondisi te rakh ir yang seh aru sn y a  terw ujud  
pada  ta h u n  yang bersangku tan ;

3. Kolom (3) diisi dengan ind ikator sa sa ran  stra teg is dari u ra ia n  tu g as 
dalam  analisis ja b a ta n  yang relevan dengan sa sa ran  a ta u  kondisi yang  
ingin diw ujudkan;

4. Kolom (4) diisi dengan target yang diperjanjikan  ak an  d icapai dari 
setiap  indikator kinerja;
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 
FUNGSIONAL

ANAK LAMPIRAN 1/6

-Logo-
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI 

...........(Nama OPD)..............

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pem erintahan yang efektif, 
transparan  dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda 
tangan di bawah ini:

Nama :

Jab a tan  : ...(jabatan fungsional)...

Selanjutnya disebut pihak pertam a 

Nama :

Jab a tan  : ...(atasan langsung)...

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertam a beijanji akan mewujudkan target kineija yang seharusnya 
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kineija 
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen 
perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kineija tersebut menjadi 
tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan 
melakukan evaluasi terhadap capaian kineija dari peijanjian ini dan 
mengembil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan 
sanksi.

Sinjai,

Pihak Kedua, Pihak Pertama,



- 19 -

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA 
FUNGSIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 
.........jaba tan  fungsional..........

No S asa ran  S trategis Ind ikator Kinerja Target

(1) (2) (3) ________(4L
1.
2.

S in ja i , .................................

...(a tasan  langsung)..., ...(jabatan  fungsional)...,

Penjelasan pengisian lam piran  d ia ta s  adalah  sebagai berikut:
1. Kolom (1) diisi nom or u ru t;
2. Kolom (2) diisi dengan sa sa ran  stra teg is ja b a ta n  fungsional sesua i 

u ra ian  tu g as dalam  ana lis is  ja b a ta n  a tau  kondisi te rak h ir yang 
seh a ru sn y a  terw ujud  p ad a  ta h u n  yang bersangku tan ;

3. Kolom (3) diisi dengan ind ikator sa sa ra n  stra teg is dari u ra ian  tugas 
dalam  analisis  ja b a ta n  yang relevan dengan sa sa ra n  a ta u  kondisi yang 
ingin diw ujudkan;

4. Kolom (4) diisi dengan target yang diperjanjikan  ak an  dicapai dari 
setiap  ind ikato r kinerja;

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

S a lin an  S esu a i D engan  A slinya

P an g k a t : P e n a ta  T k .I/III.d
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SINJAI 
NOMOR 8 TAHUN 2022 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PENYUSUNAN PERJANJIAN
KINERJA, PELAPORAN KINERJA 
DAN TATA CARA REVIU ATAS 
LAPORAN KINERJA INSTANSI 
PEMERINTAH KABUPATEN
SINJAI

PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

A. Pengertian Laporan Kinerja

Laporan k inerja  m erupakan  b en tu k  ak u n tab ilita s  dari p e lak san aan  
tu g as dan  fungsi yang d ipercayakan kepada  setiap  in s tan s i pem erin tah  
a ta s  penggunaan  anggaran . Hal terpen ting  yang d iperlukan  dalam  
p e n y u su n an  laporan  kineija ada lah  peng u k u ran  kineija dan  evaluasi 
se rta  pengungkapan  (disclosure) hasil analisis secara  m em adai 
te rh ad ap  p en g u k u ran  kinerja.

B. T u juan  Laporan Kinerja

T u juan  laporan  k inerja  a n ta ra  lain:
1. M em berikan inform asi k inerja  yang te ru k u r  kepada  pem beri 

m an d a t a ta s  kineija yang telah  dan  se h a ru sn y a  dicapai.
2. Sebagai upaya  perbaikan  berkesinam bungan  bagi in s tan s i 

pem erin tah  u n tu k  m eningkatkan  kineijanya.

C. Form at Laporan Kinerja

Pada d asarn y a  laporan  k inerja  d isu su n  oleh setiap  tingkatan  
organisasi yang m enyusun  perjanjian  k inerja  dan  m enyajikan 
inform asi ten tang: :

1. U raian singkat organisasi;
2. R encana dan  target k inerja  yang telah  d ite tapkan ;
3. P engukuran  kineija;
4. E valuasi dan  analisis k inerja  u n tu k  setiap  sa sa ra n  stra teg is a tau  

hasil p ro g ram /keg ia tan  dan  kondisi te rak h ir yang seh a ru sn y a  
terw ujud. Analisis ini ju g a  m encakup  a ta s  efisiensi penggunaan  
sum ber daya (Contoh Form at laporan  k inerja  te rd ap a t p ad a  an ak  
lam piran  II/1).

D. Penyam paian Laporan Kinerja

Kepala Perangkat D aerah m eny u su n  laporan  k inerja  ta h u n a n  
b e rd asa rk an  perjan jian  k inerja  yang d isepakati dan  m enyam paikannya 
kepada  B upati, paling lam bat 2 (dua) b u lan  setelah  ta h u n  anggaran  
berakhir. B upati m enyusun  Laporan Kinerja ta h u n a n  pem erin tah  
K abupaten  b e rd asa rk an  perjan jian  k inerja  yang d itan d a tan g an i dan  
m enyam paikannya kepada  G ubernur, M enteri P erencanaan  
P em bangunan  N asional/K epala  B adan P erencanaan  P em bangunan  
Nasional, M enteri P endayagunaan  A para tu r Negara dan  Reformasi 
B irokrasi se rta  M enteri D alam  Negeri paling lam bat 3 (tiga) b u lan  
setelah  ta h u n  anggaran  berakhir.
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E. Pengukuran Kineija

Salah satu  fondasi u tam a dalam m enerapkan m anajem en kineija 
adalah pengukuran kineija dalam  rangka menjamin adanya 
peningkatan dalam pelayanan publik dan m eningkatkan akuntabilitas 
dengan m elakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan 
seharusnya dicapai u n tu k  m em udahkan terw ujudnya organisasi yang 
akuntabel. Pengukuran kineija dilakukan dengan membandingkan 
an ta ra  kineija yang (seharusnya) teijadi dengan kineija yang 
diharapkan. Pengukuran kineija ini dilakukan secara berkala 
(triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kineija dalam 
laporan kineija h aru s cukup m enggam barkan posisi k ineija /instansi 
pemerintah.

F. Indikator Kineija

Indikator kinerja adalah u k u ran  keberhasilan yang m enggambarkan 
terw ujudnya kineija, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. 
Indikator kineija instansi pem erintah h a ru s  selaras an ta r tingkatan 
un it organisasi. Indikator k ineija yang digunakan h aru s m emenuhi 
kriteria spesifik, dapat terukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai 
dengan ku run  w aktu tertentu.

G. Indikator Kineija Utama

Indikator Kineija Utama (IKU) m erupakan ukuran  keberhasilan yang 
m enggam barkan kineija u tam a instansi pem erintah sesuai dengan 
tugas fungsi serta  m andat (core business) yang diemban. IKU dipilih 
dari seperangkat indikator kineija yang berhasil diidentifìkasi dengan 
m em perhatikan proses bisnis organisasi dan  kriteria indikator kineija 
yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pim pinan Pemerintah Daerah 
sebagai dasar penilaian u n tu k  setiap tingkatan organisasi. Indikator 
Kineija pada tingkat Pem erintah D aerah sekurang-kurangnya adalah 
indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan 
fungsinya masing-masing. Indikator kineija  pada un it keija (setingkat 
Eselon II) adalah indikator hasil (outcome) dan a tau  keluaran ( output) 
yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) un it keija di 
bawahnya. Indikator kineija pada un it keija (setingkat Eselon III) 
sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

H. Pengumpulan Data Kineija

Sebagai salah satu  bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk  
m em udahkan pengelolaan kineija, m aka data  kineija harus 
dikum pulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkum an harus 
m em perhatikan indikator kineija yang digunakan, frekuensi 
pengum pulan data, penanggungiawab, mekanisme perhitungan dan 
media yang digunakan.
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SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

K ata P engan tar 
R ingkasan E ksekutif 
D aftar Isi
Bab I P endahu luan

Pada bab  ini d isajikan  pen je lasan  um um  organisasi, dengan 
pen ek an an  kepada  aspek  stra teg is organ isasi se rta  perm asa lah  
u ta m a  (strategic issued) yang sedang  d ihadap i organisasi,

Bab II P erencanaan  Kinerja
Pada bab  ini d iu ra ikan  r in g k a sa n /ik h tisa r  perjan jian  k inerja  ta h u n  
yang bersangku tan .

Bab III A kun tab ilitas Kinerja
A. C apaian  Kinerja O rganisasi

Pada sub  bab  ini d isajikan  capaian  k inerja  organisasi u n tu k  
setiap  p e rnya taan  k inerja  sa sa ran  stra teg is O rganisasi sesua i 
dengan hasil p en guku ran  k inerja  organisasi. U n tuk  setiap  
p e rnya taan  k inerja  sa sa ran  stra teg is te rseb u t d ilakukan  
analisis  capaian  k inerja  sebagai berikut:
1. M em bandingkan a n ta ra  target dan  realisasi k inerja  ta h u n  

ini;
2. M em bandingkan a n ta ra  rea lisasi k inerja  se rta  capaian  

k inerja  ta h u n  ini dengan ta h u n  lalu dan  beberapa  ta h u n  
terakhir;

3. M em bandingkan realisasi k inerja  sam pai dengan ta h u n  ini 
dengari target jan g k a  m enengah  yang te rd ap a t dalam  
dokum en p erencanaan

4. stra teg is organisasi;
5. M em bandingkan realisasi k inerja  ta h u n  ini dengan s ta n d a r 

nasional (jika ada);
6. Analisis penyebab keberhasilan  a ta u  kegagalan a tau  

p e n in g k a ta n /p e n u ru n a n  k inerja  se rta  a lte rna tif solusi yang 
telah  d ilakukan;

7. Analisis a ta s  efisiensi penggunaan  sum ber daya;
8. Analisis p rog ram /keg ia tan  yang m enun jang  keberhasilan  

a ta u p u n  kegagalan pencapaian  pernya taan  kinerja.
B. Realisasi Anggaran

Pada su b  bab  ini d iu ra ikan  realisasi anggaran  yang d igunakan  
dan  yang telah  d igunakan  u n tu k  m ew ujudkan  k inerja  
organ isasi sesua i dengan dokum en Perjanjian Kinerja.

Bab IV P enu tup
Pada bab  ini d iu ra ikan  sim pulan  um um  a ta s  capaian  k inerja  
organ isasi se rta  langkah  di m asa  m endatang  yang ak an  d ilakukan  
organ isasi u n tu k  m eningkatkan  k inerjanya yang terdiri dari :
A. K esim pulan
B. S aran  

Lam piran :
1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang  dianggap perlu.________________________________________

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA
S a lin a r i  S e s u a i  D e n g a n  A s l in y a

P a n g k a t  : P e n a t a  T k .I /I I I .d
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SINJAI 
NOMOR 8 TAHUN 2022 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PENYUSUNAN PERJANJIAN
KINERJA, PELAPORAN KINERJA 
DAN TATA CARA REVIU ATAS 
LAPORAN KINERJA INSTANSI 
PEMERINTAH KABUPATEN
SINJAI

TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA

A. Pengertian Reviu A tas Laporan Kinerja
Reviu ada lah  penelaahan  a ta s  laporan  k inerja  u n tu k  m em astikan  
bahw a laporan  k inerja  te lah  m enyajikan inform asi k inerja  yang andal, 
a k u ra t d an  berkualitas.

B. T ujuan
T ujuan  reviu a ta s  laporan  k inerja  in s tan s i pem erin tah  ada lah  :

1. M em perlancar penyelenggaraan sistem  ak u n tab ilita s  k inerja  
in s tan s i pem erin tah ; dan

2. M em berikan keyakinan  te rb a ta s  m engenai ak u rasi, keandalan , 
dan  k eab sah an  d a ta /in fo rm asi k inerja  In stan si Pem erintah 
sehingga d ap a t m enghasilkan  Laporan Kinerja yang berkualitas.

U n tuk  m encapai ha l te rseb u t d ia tas, m aka  apab ila  pereviu 
m enem ukan  kelem ahan  dalam  penyelenggaraan m anajem en k inerja  
dan  k esa lah an  penyajian  d a ta /in fo rm asi dan  penyajian  laporan  
kinerja, m aka  u n it pengelola k inerja  h a ru s  segera m elakukan  
perbaikan  a ta u  koreksi a ta s-  k e le m ah a n /k e sa lah a n  te rseb u t secara  
berjenjang.

C. T ata  C ara Reviu
1. P ihak yang m elaksanakan  reviu :

Laporan k inerja  h a ru s  direviu oleh aud ito r Inspek to ra t a ta u  Tim 
yang d iben tuk  u n tu k  m elakukan  reviu.

2. W aktu p e lak san aan  reviu :
T ahapan  reviu Laporan Kinerja m erupakan  bagian tidak  
te rp isah k an  dari ta h a p an  pelaporan  kinerja. Reviu d ilak sanakan  
secara  paralel dengan p e lak san aan  m anajem en k inerja  dan  
p e n y u su n an  Laporan Kinerja K abupaten. Reviu h a ru s  su d ah  
selesai sebelum  d itan d a tan g an i B upati u n tu k  d ilaporkan sesua i 
p e ra tu ran  p e ru n d an g -u n d an g an  yang berlaku.

3. R uang lingkup p e lak san aan  reviu :
a. Metode pengum pulan  d a ta /in fo rm asi

Hal ini d ilakukan  terka it u n tu k  m enguji keanda lan  dan  
ak u ra s i d a ta /in fo rm asi k inerja  yang d isajikan  dalam  Laporan 
Kinerja.

b. Penelaahan  penyelenggaraan SAKIP secara  ringkas
Hal ini d ilakukan  u n tu k  m enilai kese la rasan  a n ta ra  
p erencanaan  stra teg is di tingkat Pem erintah D aerah dengan 
p erencanaan  stra teg is u n it d ibaw ahnya, te ru tam a  dalam  hal 
k ese la rasan  sa sa ran , ind ikato r kinerja, program  dan 
kegiatannya.
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c. Penyusunan kertas keija  reviu
1) Hasil pengujian a tas  keandalan dan akurasi data atau 

informasi kinerja dalam laporan kinerja;
2) Telaahan a tas aktivitas penyelenggaraan SAKIP;
3) Hai yang direviu dan langkah-langkah reviu yang 

dilaksanakan; dan
4) Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan kesimpuìan 

a ta sca ta tan  pereviu.
d. Setelah melakukan reviu, pereviu harus m em buat su ra t 

pem yataan telah direviu dan surat. tersebut m erupakan bagian 
dari laporan kinerja.

e. Reviu dilakukan hanya a tas  Laporan Kineija tingkat 
Kabupaten saja.

4. Pelaporan reviu :
Rangkaian aktivitas dalam pelaporan reviu dititikberatkan pada 
pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang pada pokoknya 
m engungkapkan prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau 
kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, 
langkah perbaikan yang telah dilakukan dan saran perbaikan 
yang tidak atau  belum dilaksanakan, laporan tersebut merupakan 
dasar penyusunan pem yataan telah direviu.
Hasil pelaporan reviu m erupakan dasar bagi pereviu untuk 
m em buat pem yataan telah direviu, yang an ta ra  lain menyatakan 
bahwa:
a. reviu telah dilakukan atas laporan kineija u n tuk  tahun yang 

bersangkutan;
b. reviu telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman reviu 

laporan kineija;
c. sem ua informasi yang dim uat dalam laporan reviu adalah 

penyajian manajemen;
d. tu juan  reviu adalah u n tu k  memberikan keyakinan mengenai 

akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kineija dalam 
laporan kineija kepada pimpinan instansi pemerintah;

e. simpulan reviu yaitu apakah laporan kineija telah menyajikan 
informasi kinerja yang handal, akura t dan absah; dan

f. paragraf penjelas (apabila diperlukan) yang menguraikan 
perbaikan penyelenggaraan SAKIP dan koreksi a tas penyajian 
laporan kineija yang belum a tau  belum selesai dilakukan oleh 
un it pengelola keija.
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FORMULIR PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PERNYATAAN TELAH DJREVIU
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI 

TAHUN ANGGARAN.......

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Sinjai untuk Tahun Anggaran ..... sesuai Pedoman Reviu atas Laporan

Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kineija menjadi 

tanggungjawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kineija 

telah disajikan secara akurat, andai dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang 

menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang
!

disajikan di dalam laporan kineija ini.

Sinjai, ...................

Inspektur Daerah,

NIP.
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FORMULIR CHECKLIST REVIU

No Pernyataan Check List
I Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telah 

menampilkan data penting 
Pemerintah Daerah;

2. LKj telah menyajikan informasi 
target kinerja;

3. LKj telah menyajikan capaian 
kinerja Pemerintah Daerah yang 
memadai;

4. Telah menyajikan dengan 
lampiran yang m endukung 
informasi pada badan laporan;

5. Telah menyajikan upaya 
perbaikan ke depan;

6. Telah menyajikan akuntabilitas 
keuangan.

II Mekanisme
Penyusunan

1. LKj Pem erintah Daerah disusun 
oleh unit keija yang memiliki 
tugas fungsi u n tu k  itu;

2. Informasi yang disam paikan 
dalam LKj telah didukung dengan 
da ta  yang memadai;

3. Telah terdapat m ekanisme 
penyam paian da ta  dan informasi 
dari un it keija  ke un it keija 
penyusun LKj;

4. Telah ditetapkan penanggung 
jaw ab pengum pulan d a ta / 
informasi di setiap un it keija;

5. D ata/inform asi kineija yang 
disam paikan dalam LKj telah 
diyakini keandalannya;

6. A nalisis/penjelasan dalam  LKj 
telah diketahui oleh un it keija 
terkait;

7. LKj Pem erintah Daerah bulanan 
m erupakan gabungan partisipasi 
dari dibawahnya.

III Subtansi 1. T u ju an /sasaran  dalam LKj telah 
sesuai dengan tu ju a n /sa sa ra n  
dalam  peijanjian kineija;

2. T u ju an /sasaran  dalam LKj telah 
selaras dengan rencana strategis;

3. J ik a  butir 1 dan 2 jaw abannya 
tidak m aka terdapat penjelasan 
yang memadai;

4. T u ju an /sasaran  dalam LKj telah 
sesuai dengan tu ju a n /sa sa ra n  
dalam Indikator Kineija;
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5. T u ju a n /sa sa ra n  dalm  LKj telah  
sesua i dengan tu ju a n  /  sa sa ran  
dalam  Indikator K inerja U tam a;

6. J ik a  b u tir  4 dan  5 jaw ab an n y a  
tidak , m ak a  te rd ap a t pen je lasan  
yang m em adai;

7. Telah te rd ap a t perband ingan  d a ta  
k inerja  dengan ta h u n  lalu, 
s ta n d a r  nasional dan  sebagainya 
yang berm anfaat;

8. IKU dan  IK te lah  cukup  
m enguku r tu ju a n /s a s a ra n ;

9. J ik a  “tid ak ” telah  te rd ap a t 
pen je lasan  yang m em adai;

10. IKU dan  IK te lah  SMART;

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

S a lin a r i S e s u a i  D e n g a n  A slin y a

P a n g k a t  : P e n a ta  T k .I /III .d


